BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
NOMOR 34 TAHUN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh

Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran Anggaran
2015.

1

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentan Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
%_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan%\?n Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

)

)

)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia” Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Ne%ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
%_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
glgg))r 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan? Tentan
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Lembaran Ne%ara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
ambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Lembaran Ne%ara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
ambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangD Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pim[?inan dan Angﬁota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Laganan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
zlg%?r 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan? Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineg‘a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah ......



30.

31.

32.

33.

34.

36,

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagamana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang
perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56 )

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 680);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan
Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan
Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 71)

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
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Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Tahun 2014 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 209);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2015 tantang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
Nomor “Nomor Register Qanun Kabupaten Aceh Utara, Propvinsi
Aceh (5/2015)"):

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33)

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ( Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2013 Nomor 31);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014
Nomor 49);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
Nomor 1);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 Nomor 17);

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 Nomor 22)

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2015 semula berjumlah Rp. 1.834.574.019.000,00 bertambah sejumlah
Rp. 290.877.058.960,00 sehingga menjadi Rp. 2.125.451.077.960,00 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.834.574.019.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 290.877.058.960,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  Rp. 2.125.451.077.960,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.836.824.352.900,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.  390.468.180.657,01
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.227.292.533.557,01
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (101.841.455.597,01)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1) Semula Rp.  10.400.364.800,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp.  99.966.746.718.01
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 110.367.111.518,01

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 8.150.030.900,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 375.625.021,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.525.655.921,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.101.841.455.597,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran Ill dan Lampiran [V
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh
Utara dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 26 November 2015 M
14 Syafar 1437 H

‘{BUPATI ACEH UTARﬁ

-

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2015 M
14 Syafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTA

el

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 34



